
I 

WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 45 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

� WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang a. bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan 

dan alruntabel sebagai salah satu syarat penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu 

pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi; 

b. bahwa pejabat pengelola infonnasi dan dokumentasi 

merupakan komponen utama dalam terselenggaranya 

pelayanan infonnasi dan dokumentasi, berdasarkan 

ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa Susunan PLID di lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati/W alikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Palopo tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 



Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438; 

4. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5071); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



Menetapkan 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pemerintahan 

Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

MEIIUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN 

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I  

KETEIITU.All' UMUM 

Pasal l 
. 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1 .  ·  Daerah adalah Kota Palopo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



3. Walikota adalah Walikota Palopo. 

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 

6. Dinas Komunikasi dan lnformatika adalah perangkat daerah yang 

membidangi urusan komunikasi dan Informasi. 

7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dinas Daerah, lnspektorat, Badan, Satuan Palisi Pamong 

Praja, Kantor, dan Kecamatan 

p-\ 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha milik Pemerintah Daerah. 

9. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non 

elektronik. 

10. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan 

pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi 

publik. 

f'.. 1 1 .  lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/ atau diterima oleh Pemerintah Daerah/BUMD yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. 

12 .  Daftar Informasi Publik dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya 

disingkat DIOP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis 

tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada dibawah 

penguasaan Pemerintah Daerah/BUMD tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan. 



13. Pengujian tentang konsekuensi yaitu pengujian terhadap dampak yang 

dapat ditimbulkan apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat 

dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau 

sebalilmya. 

14. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah/BUMD yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. 

15. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

� Daerah, atau Organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. 

16. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas menduduki 

posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 

17. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi selanjunya disingkat PLID 

adalah Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di 

lingkungan Pemerintah Kota Palopo. 

18. Standar Operasional Prosedur yang selanjunya disingkat SOP adalah 

serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 

penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 

19. Ruang Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 

RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan 

berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk 

memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. 

20. Sistem lnformasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP 

adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara 

cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang - Undang Keterbukaan 

lnformasi Publik. 

21 .  La.poran La.yanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 

LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis 

informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 



22. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 

23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya 

disebut PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab 

dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, 

penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan OPD, dan 

BUMD. 

24. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 

publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

25. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABB 

AKSES llfFORM:ASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pa881 2  

(1) Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan 

dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, 

kecuali lnformasi dan Dokumentasi yang dikecualikan kama besifat ketat, 

terbatas dan rahasia. 

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagai mana 

dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, 

dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) lnformasi dan Dokumentasi Publik yang dikecuelikan sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada pengujian atas 

konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi yang 

diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang saksama bahwa 

menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan 

yang lebih besar dari pada membukanya. 



BAB m  

HAK  DAR KEWAJIBAN 
Begfea Keaata 

Hak 

Paaal 3 

(1) Pemerintah Kota Palopo berhak menolak memberikan informasi dan 

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : 

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara; 

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan 

perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat; 

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hale pribadi; dan 

�. d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan 

dan/ atau informasi dan dokumentasi yang belum didokumentasikan 

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID Utama untuk 

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan 

Kewenangannya. 

Begiea K.edua 

Kewajlban 

Paaal 4 

(1 )  Pemerintah Kota Palopo wajib menyediakan, memberikan dan/atau 

menerbitkan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik yang berada 

dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ) ,  Pemerintah Kota Palopo dapat membangun dan 

mengembangkan sistem Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik yang 

dapat diakses dengan mudah. 



Pasal 5 

( 1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kota Palopo dengan membentuk dan menetapkan 

PPID. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  melekat pada pejabat 

struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan infonnasi 

dan dokumentasi dan/ atau kehumasan 

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID. 

(4) PPID sebgaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama 

pada PLID. 

(5) PPID utama dilingkungan Pemerintah Kota Palopo 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 

Susunan PLID dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

BAB IV 

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI 

Bagtan Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

(1 )  PPID Utama di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dibantu oleh 

PPID Pembantu. 

(2) PPID Pembantu merupakan Pejabat Struktural dan/atau Pejabat 

Fungsional lingkup OPD dan BUMD. 



Bagian Kedua 

Tugas clan Kewenangan 

Pasa1 8  

PPID Utama bertugas; 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan infonnasi dan 

dokumentasi; 

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan 

dokumentasi; 

c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi 

� pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 

e. memberikan verifikasi bahan infonnasi dan dokumentasi publik; 

f. mela.kukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan; 

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh PPID Pembantu; 

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala 

dan/ atau sesuai dengan kebutuhan; 

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di 

publikasikan; 

1. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan 

dokumentasi; 

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang 

ditetapkan dengan Keputusan. 

r=; 



Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud dalam pasal 8, 

PPID Utama berwenang: 

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan; 

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID 

Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan 

dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan 

kerjanya; 

d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi 

yang dapat diakses oleh publik; dan 

e. menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk 

membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan 

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 

Pasal 10 

(1 )  PPID Pembantu bertugas: 

a. membantu PPID untuk melaksanakan tanggung jawab, tugas, 

dan kewenangan; 

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 

dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai 

kebutuhan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

d. menjamin ketersediaan dan ekselerasi layanan informasi dan 

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, 

berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan 

prim a; 

e. mengu.mpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data 

lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi 

bahan informasi publik; dan 

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan 

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 

secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 



(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  PPID pembantu 

yang berada di Sekretariat DPRD juga bertugas untuk: 

a. menyampaikan, meminta, mengelolah, menyampaikan informasi 

dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang 

undangan; dan 

b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD 

untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat 

diakses oleh publik. 

BAB V  

KELENGKAPAlf PEll'GELOLA LAYAlfAN IIIFORMASI DAN DOKUMENTASJ 

Bagian Kesatu 

Pasal 1 1  

(  1) Struktur Organisasi PLID Kota Palopo terdiri dari: 

a. pembina dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota; 

b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah 

Kota Palopo; 

c. tim pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. 

ditingkat OPD dan Kepala BUMD, untuk Sekretariat Daerah 

dijabat olehPejabat yang menangani Bidang Hukum; 

d. PPID utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani 

Pengolahan Opini dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika; 

e. PPID pembantu, dijabat oleh Pejabat Struktural dan/ atau 

Pejabat Fungsional lingkup OPD dan BUMD yang mengelolah 

informasi dan dokumentasi; 

f. bidang pendukung, yang terdiri dari sekretariat PLID, Bidang 

Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa 

Informasi; 

g. pejabat fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi PLID tercantum pada Lampiran I, 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 



Bagian Kedua 

Stanclar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola lnformaai Dan 

Dolmmentaal 

Paal 12 

(1)  Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Baden Publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

paling rendah memuat ketentuan sebagai berikut: 

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama 

dan PPID Pembantu; 

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat 

Fungsional dan/ atau petugas informasi apabila diperlukan; 

� c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan dan 

Pejabat Fungsional; 

d. kejelasan tentang Pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan 

PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas 

keberatan yang diajukan oleh Pemohon lnformasi Publik; 

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan 

keberatan di lingkungan; 

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Infomasi 

Publik. 

(3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintah Daerah Kota Palopo 

berpedoman kepada Peraturan Walikota yang mengatur tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan/Lingkup Pemerintah 

Daerah. 

Paaal 13 

(1 )  Jenis SOP PPID, meliputi : 

a. SOP DIOP; 

b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 

c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; 

e. SOP Fasilitasi Sengketa lnformasi. 

(2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota. 



Bagian Ketiga 

Daftar Informasl Dan Dolmmentasl Publik 

Pasal 14 

(1)  DIOP paling rendah memuat: 

a. nomor; 

b. ringkasan isi Informasi; 

c. pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai informasi; 

d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; 

e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

f. bentuk informasi yang tersedia; 

� g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2) DIOP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID 

Utama. 

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah 

dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan dan/ atau 

kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dan 

diklasiflkasi menjadi bahan pustaka. 

(4) Format DIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada 

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota. 

Bagfau Keempat 

Pasal 15 

( 1) RPID terletak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

(2) RPID dikelolah oleh Pejabat Fungsional dan/ atau petugas 

informasi. 



Baglan Kelhna 

Sistem lnformasl Dan Dokumentasi Pablik 

Pasal 16 

(1) SIDP dibuat dan clikembangkan oleh PPID untuk mempermudah 

akses pelayanan informasi publik. 

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana climaksud pada ayat (1)  

dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID 

Pembantu. 

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pemerintah Daerah mengembangkan SIDP yang terintegrasi dengan 

PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Bagian KeeD&JD 

Laporan Layanan Informasl Dan Dokumentasi 

Pasal 17 

(1)  LLID wajib dibuat dan disecliakan oleh Badan Publik paling lama 3 

(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. 

(2) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana climaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri dan Komisi 

Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing. 

(3) LLID, paling rendah memuat: 

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan 

� dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Palopo. 

b. gambaran Umum Pelaksanaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik, antara lain: 

1.  sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik yang dimiHki beserta kondisinya; 

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi 

dan dokumentasi publik beserta kwalifikasinya; 

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta 

laporan penggunaannya; 



c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang 

meliputi: 

1 .  jumlah permohonan Informasi Publik ; 

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

Informasi Publik dengan klarifikiasi tertentu; 

3. jumlah permohonan Jnformasi Publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya ; dan 

4. jumlah permohonan Informasi Public yang ditolak beserta 

alasannya; 

d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi: 

� I. jumlah keberatan yang diterima; 

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa kekomisi informasi yang 

berwenang; 

4. hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi komisi informasi yang 

berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan 

yang diajukan kepengadilan, dan basil keputusan pengadilan dan 

pelaksanaannya oleh badan publik. 

e. kendala internal dan ekstemal dalam pelaksanaan layanan informasi 

dan dokumentasi publik; 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualltas 

pelayanan informasi dan dokumentasi. 

Pasal 18 

(1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap 

saat. 

(2) LLID sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) diumumkan kepada publik 

dan disampaikan kepada atasan PPID. 

(3) LLID sebgaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wall Kota 

oleh atasan PPID. 

(4) LLID sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Wall 

Kota sebagai bagian dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 



BABVI 

PENDANAAN 

Pasal 19 

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BABVII 

MEKANISIIEPERMOHONAN 

DIFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 20 

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi: 

h a. perseorangan; 

b. kelompok masyarakat; 

c. lembaga swadaya masyarakat; 

d. organisasi masyarakat; 

e. partai politik; dan 

f. badan publik lainnya. 

Pasal 21 

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan: 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan/ atau peraturan perundang-undangan; 

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; 

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang 

dibutuhkan; 

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan 

dokumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan; 

e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk: 

memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang terbilang wajar. 



Pasal 22 

(1) Setiap pemohon informasi public dapat mengajukan pennintaan untuk 

memperoleh informasi dan dokumentasi public kepada Pemerintah Daerah 

dan/ atau BUMD secara tertulis atau tidak tertulis. 

(2) PPID Utama den/ atau PPID Pembantu den/ atau petugas informasi wajib 

mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan, den alamat Pemohon 

Informasi Public, subjek den format informasi serta cara penyampaian 

informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Public. 

(3) PPID Utama den/ atau PPID Pembantu den/ atau Petugas lnformasi wajib 

mencatat pennintaan Informasi Public yang diajukan secara tidak tertulis. 

(4) PPID Utama den/ atau PPID Pembantu den/ atau Petugas informasi wajib 

� memberikan tanda bukti penerimaan pennintaan informasi public 

sebagaimana dimaksud pada ayat(l), ayat (2), dan Ayat (3) berupa nomor 

pendaftaran pada saat pennintaan diterima. 

(5) Dalam hal pennintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat 

elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pegiriman surat 

pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

(7) Paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya pennintaan, PPID Utama wajib 

menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: 

a. informasi yang diminta, beradadibawah penguasaannya atau pun 

tidak; 

r"' b. penerimaan atau penolakan pennintaan atas informasi dengan alasan 

sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. alat penyampai dan format informasi yang akan di berikan; dan 

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang 

diminta. 

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Sadan Public yang menguasai 

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak dibawah 

penguasaannya den Baden Publik yang menerima permintaan mengetahui 

keberadaan informasi yang diminta. 

(9) Dalam hal pennintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan 

materi informasi yang akan diberikan. 



(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi dikecualikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang 

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan 

materinya. 

( 1 1 )  Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk 

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

paling lama 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan 

secara tertulis. 

BABVID 

PEMBIN.AAN DAN PElfGENDALIAll 
PENAT.AAN PENGELOLA LAY.AN.AN INFORIIASI DAN DOKUIIENTASI 

Pasal 23 

� ( 1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kota Palopo dilakukan 

oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan melalui : 

a. fasilitasi dan koordinasi; 

b. peningkatan kapasitas PPID; 

c. monitoring dan evaluasi; 

d. dukungan teknis administrasi; 

BAB IX  

KEBERATA?f DAN SEN'GKETA IN'FORMASI 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

Pasa1 24  

{  1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut: 

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (7); 

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 



c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang 

diminta; 

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; 

g. penyam.paian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

undang-undang keterbukaan informasi publik. 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, sampai dengan 

huruf g, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah 

pihak. 

Pasal 25 

( 1) Keberatan dilakukan oleh pemohon informasi public dalam jangka 

waktu paling lama 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 .  

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan 

oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lama 30 

hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID 

menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 

Bagian. kedua 

FasWtasl Sengketa lnformaal 

Pasal 26 

( 1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila komisi informasi Daerah 

sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa 

informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima 

alasan tanggapan atasan PPID. 

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lama 14 hari 

kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID 



Pasal 27 

( 1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi 

publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

(2) Wall Kota melalui atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa 

informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, 

yang dibentuk oleh PPID utama. 

(3) Surat keputusan penetapan tim fasilitasi sengketa informasi juga 

berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili WaliKota 

dikomisi informasi pusat dan/ atau komisi informasi provinsi 

dan/atau komisi informasi daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID utama dan 

beranggotakan PPID pembantu, pejabat yang menangani bidang 

hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/ staf lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

(5) PPID utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa 

informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama 

PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, 

pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu. 

(6) Melakukan kerja tim fasilitasi penanganan sengketa informasi 

diatur oleh tim berdasarkan arahan atasan PPID. 

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyesaian sengketa 

,..,-,... informasi kepada atasan PPID. 

BAB X  

FORUM KOORDINASI PEJABAT PEIIGELOLAAN IIIFORMASI DAB 

DOKUMEIITASI PEMERINTAB DAERAH 

Pasa128 

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

Pemerintah Daerah dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar 

PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran dan fungsi 

PPID Pemerintah Daerah. 



BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota 

Palopo. 
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Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 7 September 2 0 1 7  

WALIKOTA PALOPO, 

M. auDAS AMIR 

Diundangkan di Palopo 
pada t .... " al 7 September 2 0 1 7  

Pit. SE:lCR:ET.ARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

J A · · · .  UDDIN 

SERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2017 NOMOR 45 



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR :45TAHUN 2017 
TANGGAL 7 September  2 0 1 7  

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PALOPO 

1. STRUKTUR ORGSNISASI PLID KOTA PALOPO 

Pembina 
Walikota Palopo 

I 

I I 

Pengarah Tim Pertimbangan Pejabat 
Selalru Atasan PPID Eselon 11.b. Setda Kota,Kepala 
Sekretariat Daerah BUMD, Pimpinan Perangkat 

Kota Palopo Daerah 

I I 

I 

PPID Utama Pejabat Eselon III Bidang 
Pengelolaan Opini dan Aspirasi 
Publik Diskominfo Kata Palopo 

I 

PPID Pembantu Pejabat 
Perangkat Daerah Pengelolah 
fnformasi dan Dokumentasi 

I I I I 

Bidang Bidang Bidang Bidang 
Pendukung Pengolahan Pelayanan Fasilitasi 
Sckretariat Data Dan lnfonTlasi Sengketa 

PLIO Kalsiflkasi dan Informasi 
lnfonnasi Dokumentasi 

I I I I 

I 
,----------------------, 
I  PEJABAT FUNGSIONAL I 
I I 
----------------------� 

WALIKOTA PALOPO, 

L' .1'.J "' 

• JUDAS AMIR 
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( 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 .  UU 14 Tahun 2008 

2. UU 25 Tahun 2009 

3. UU 23 Tahun 2013 

4. PP 61 Tahun 2010 

S. Perki I Tahun 20 IO  

6. Perki 1 Tahun 20 I 3 

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

I .  Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 

2. Term of Reference 

3. Alat Tulis Kantor 

4. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

• Disimpan dalam bentuk softcopy dan 

Hardc:opy 

24 



( 

25 

Pelaksana Pendukung 

No Kegiatan Ket 
PPID PPID Atasan 

Kelengkapan Waktu Output 
Pembantu Utama PPID 

J Mengumpulkan infonnasi dan . UU No 14 Secara DIOP yang telah 

dokumentasi yang berkualitas Tahun2008; berkala, dikumpulkan 

dan relevan dengan tupoksi . UU No 25 serta merta dariOPD 

masing-masing Organisasi  Tahun2009; dan setiap 
Perangkat Daerah (OPD) . UU No 23 saat 
dan BUMD lingkup Tahun2013; 

Pemrintah Kota Palopo , baik . PP 61 Tahun 

yang diproduksi sendiri, 2010; 

dikembangkan, maupun yang . PerkiNo 1 

dikirim ke pihak lain, yang tahun20IO; 

berupa arsip statis matrpuri . Perki No 1 
dinamis, arsip aktif maupun Tahun2013. 
arsip inaktif dan arsip vital 

yang dikuasai. Informasi yang 

dilakukan meliputijenis 
dokumen, penanggung jawab 

pembuatan, waktu dan 

tempat pembuatan, serta 

bentuk informasi yang 
tersedia dalam hardcopy dan 

softcopy. Format pengisian 

dalam pengumpulan informasi u 

dan dokumentasi di masing- 
masing O PD I BUMD 



( 

( 

26 

2 Mengklasifikasikan seluruh 

l 
. UU No 14 Secara DIOP yang telah 

informasi dan dokumentasi Tahun2008; berkala, diklasifikasi 
yang telah dikumpulkan dan . UU No 25 serta merta kebenarannya 
mengidentifikasikannya 

• 
Tahun2009; dan setiap 

berdasarkan sifat informasi - � . UU No 23 saat 
dan dokumentasi, selain itu Tahun2013; 
juga mengklasifikasikan . PP 61 Tahun 
informasi dan dokumentasi 2010; 

yang dikecualikan dengan . Perki No J 

kategori sebagaimana yang Tahun2010; 
telah ditetapkan melalui UU . Perki No J 

No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun2013. 
dan Pasal 1 8 .  Pengujian 

tentang konsekuensi dengan 

seksama dan penuh ketelitian 

sebelum menyatakan 

Informasi dan Dokumentasi 

Publik tertentu dikecualikan 

oleh setiap orang. 

3 Mendokumentasikan informasi I ii  Alat tulis Secant DIOP 

publik dalam bentuk softcopy 

• 
kantor berkala, 

dan tempat penyimpanan serta rnerta 
dokumen dalam bentuk hard dan setiap 

copy dengan tata cara seperti saat 
mengarsip dokumen dan 

dipisahkan sesuai klaaifikasi 

informasi dan dokumentasi 

wajib, secara berkala, serta 

merta dan setiap saat. Perlu 

dibuat daftar lnfonnasi dan 
dokumentasi yang 



27 

dikecualikan. 

J 
4 Menetapkan DlDP secara Mengadakan Setelah Surat Se tel 

resmi dan mengumumkan 

• 
rapat bersama DIDP Keputusan ah 

kepadn masyarakat. dengan PPID terkumpul DIOP yang DIDP 

Urania dan dari PPIO ditandatangani diteta 

PPID Pcmbaotu oleh Atasan pkan, 

Pembamu PPID jika 

untuk ada 

Menetapkan tamb 

DIP ahan 

5 Mengunggah DIOP ke website Website dan Setclah Adanya konten 

resmi Pemerin1ah Kota Palopo 

• 
saran a DIDP DIOP di website 

{.,,·11•u•//12.11/r1£1r1k,,1,,. !:(>. i,ll dan informasi ditetapkan Kemendagridan 

Website Kemendagri dan lainnya yang oleh Atasan Pernerintah 

melalui sarana infonnasi dimiliki oleh PPID Dacrah 

lainnyn ko,nponen den 

Pemcrintah 

Daerah 



B. SOP PELA YANAN PERM OHO NAN INFORMASI PUBLIK 

28 

( 

( 

NOMOR SOP 

TGL. PEMBUATAN : 

fGL. REVISI 

LOGO TGL. EFEKTIF 

INST ANSI 
DISAHKAN OLEH 

NAMASOP 

NAMA PELA YANAN 
INST ANSI 

PERMOHONAN INFORMASI 
PUBLIK 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 
l .  1 .  UU  14 Tahun 2008; 

12. UU 25 Tahun 2009� 
t3. UU 23 Tahun 2013 �  
14. PP 61 Tahun 2010 
5. Perki 1 Tahun 20 IO  
6. Perki I Tahun 2013 

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENOKAPAN: 

I .  Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
12. Term of Reference 

13. Alat tulis kantor 
�. Jaringan Internet 

PERlNGATAN: 1>ENCATATAN DAN PENDATAAN: 

· Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 



( 

29 

Pelnksnna J>cndukung 

Bagian PPID dan 
Korn pone 

No Kegiatn11 Perno hon n dan Ketem 

lnformasi 
Registrasi PPID Perangkat Kelengkapan wekru Output 

nga11 
PPID Pembantu 

Oaerah 

I Pcrnohcn lnformasi dapat (I) Formtllir Poda hari Fonnulir 
mcnyarnpaikan pcr1nohonan Pennohonan dan jam Pennohona 
informasi yang dibutuhkan lnfonnasi kcrja untuk n informasi 
baik sccara langsung dan yang tersedia pcmohon yang telah 
tidak langs ung . di rneja infonnasi diisi 

pelayanan sccare lcngkap 
PPID atau langsung dan 
yang dan sctiap dilampiri 
ditampilkan snat untuk fotocopy/ 
di website, pemohon scan 
(2) Fotocopy infor,nasi identitas 
atau scan secara tidak diri (NIK) 

identitas diri \angsung 
(NIK) dari 
pernohon 
infonuasi 

2 Melakukan registrasi Semua data- Pada hari DIP yang 
berkas pennohonan data dan jam telah 
infor,nasi publik. Jiko pemobon kerja untuk tersusun 
dokumenyinformasi yang infonnasi pemohon dalurn 
diminta telah termasuk disimpan informasi bentuk 
dalam DIP dan dimiliki dalam secara hardcopy 
oleh meja infor,nasi atau bentuk langsung dan 
sudah terdapat di website hardcopy dan dan setiap sufrcopy 
PPID, maka langsung sojiCOJJY saat untuk 
diberikan kepada pemohon pemohon 
informasi arau bisa langsung intonnasi 

diunduh oleh pemohou sccara tidak 
infonnasi. Jika 

" 
langsung 

informasi/dokumentasi yang 



3 PPID menunra kepada komponen 

1 
DIP yang 10 (sepuluh) DIP 

etau Perangkat Daerah unt.uk telah hari kerja 
memberikaninforruasi arau dokumen ditetapkan sejak 
yang sudah tcrmasuk dalam OLP, I �  •  oleh permohon an 
kepada PPJD untuk diberikan kepada komponen inforrnasi 
pcmohon inforrnasi. Komponen atau a tau duernna oleh 
Perangkat Dacrah memberikan Perangkat PPID 

informasi atau dokumen yeng Daerah 
dimaksud kepada PPID atau PPID 
Pembantu. 

4 Memberikan informas i atau dokumen 

D 
Lnformasi Perpanjangan Jnfonnasi 

yang diminta oleh pemohon infonnasi a tau pennoltonan publik 
yang telah menandarangani tanda Dokumen infor,nasi yang 
bukti penerimaan informasi atau yang adalab diminra 
dokumen. diminta oleh 7 (tujtill) hari oleh 

pemohon kcrja pen,ohon 
informasi informasi 

30 



C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

31  

( 

( 

'10MORSOP 

rGL.PEMBUATAN 

fGL. REVISI 

LOGO rGL. EFEKTIF 

INST ANSI 

DISAHKAN OLEH 
"°".!"'!.� 

UJI KONSEKUENSI 

NAMA 
INFORMASI PUBLIK 

INST ANSI 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 .  I .  UU  14 Tahun 2008; 

2. UU 25 Tahun 2009; 

3. UU 23 Tahun 2013; 

4. PP 61 Tahun 2010 

S. Perki I Tahun 2010 

6. Perki 1 Tahun 2013 

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

I .  Lembar Kerja dan Rencana Kerja 

2. Term of Reference 

3. Alat tulis kantor 

4. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

· Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 



Pelnksnnn Pendukung 

PPID Tirn Kcmponen 
No Kegtnmn Umma dan Pertimbangan a tau 

Kelengkapan Output 
l<ete 

PPID Pelayanan Perangkat 
Pe,nohon \Vaktu r-aegsn 

Pembantu Informasi Daernh 

I Melakukan kajian atas Berkns Setiap saat Berkas 
informasi/dokurncn yang pennohonan permohonan 
tidak ter,nasuk dalrun inf'rcmasiy informasi 
DIP dengaa mel ibatkan I I 

dokumen yang telah 
dari Tim Pertirubangan 
Pernohon 

diisi lengkap 
Pelayanan lnforruasi. 

lnfonnasi dan dilampiri 

fotocopy/sca 
n 

identitas diri 

(NIK) 
2 Memberikan ertimbangan Dasar Pada hari Surat 

atas informasi/dokumen hukurn: UU dan jam Keputusan 
yang dirnaksud yang bcrsifat 

I 
KIP 14 Tahun kerja Tim 

. 

rahasia berdasarkan UU, 
I 2008 dan Pertirnbang 

kepatutan dan kepentingan PERKI 
an 

I Tahun 2010 
Pelayanan umum 

3 Menyampaikan kepada PPID tnformast," Pada hari Jnfonnasi/ 
atas status infonnasi /dokurnen dokumen dan jam dokumen 
yang diminm pernohon yang telah kerja, dari 
iuforrnasi, apakah 1ennasuk dinyatakan rnaksimal komponen 
rahasia atau terbuka. Jika 

. ' ·  
terbuka 

JO a tau infonnasi/ dokumen yang 
": 

untuk publik 
(sepulub) Perangkat ditnaksud adalah terbuka. aka 

PPID meruerintahkan kepnda ·' ;. 
hari kerja, Daerah 

ko,nponen/Perangkot Daernh sejnk 

untuk rnenyerahkan infonnasi/ I 

J 
permohon 

• dokumen yang dunaksud. Jika an 

status infonnasi/ dokurnen infonnasi 

oleh teregistras 
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Tim Perrirnbangan Pclnyanan 

tnformusi dinyatakan 

rabasia, maka PPID 

membuat surat penolakan 

kepada peruohon infonnasi. 

4 Memberikan i nforrnaai yang tnformasi.z Maksimal Jnformasi 

din,inta oleh pemohon Dokumen ynng diberikan publik yang 

infonnasi dengan rnenanda din,inta oleh perpanjangan diminra 
tangani tanda bukti J'en1ol1011 pemenuhan oleh pernohon 

penerimaan atau tnformasi atau pcrmobonan Informasi 

memberikan surat pcnolakan • l 
surat infor,nasi atau surat 

kcpada pemohon jika status penolakan selarna 7 penolakan 
inf or,nasi/ doku men jika informasiz' (tujuh) hari 
dinyatakan rahasia. dokumen sejak 

tersebut pemberitahu 

dikategorikan an tcrtulis 

rah as in diber-ik an 

I 
dan tidak 

dapat 

diperpanjang 

lagi 
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D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 

34 

( 

( 

NOMORSOP 

fGL.PEMBUATAN 

fGL. REVISI : 

LOGO fGL. EFEKTIF 

INST ANSI F"\IC' A UV A )J {)J CU 

: 

NAMASUP 

PENANOANAN KEBERATAN 

NAMA 
INFORMASI PUBLIK 

INST ANSI 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. I .  UU 14 Tahun 2008; 

2. UU 25 Tahun 2009; 

3. UU 23 Tahun 2013;  

t PP 61 Tahun 2010 

S. Perki I Tahun 2010 

:,, Perki 1 Tahun 2013 

KETERIKATAN: i>ERALATAN/PERLENOKAPAN: 

I .  Lembar Kerja dan Rencana Kerja 

2. Term of Reference 

3. Alat tulis kantor 

t Jaringan Internet 

PERINO A TAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
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Pelnksana Penduku 

No Kegia Perno hon Bagian 
PPID atau 

PPID 
Atasan 

Kelengkapan Waktu Output 
Keter 

tan lnformasi Registrasi PPID anga 
Pembantu n 

I Pemohon lnformasi menyam (I) Formulir Pada hari Fonnulir 

paikan pengajuan keberatan Pengajuan dan jam pengajuan 

atas tidak terlayaninya permo Keberatan kerja keberatan 
hon an infonnasi yang dibutuh lnfonnasi pelayanan 

kan melalui: (!) datang Publik yang informasi 
langsung dan mengisi fonnulir terscdia di meja publik yang 

permohonan pengajuan pclayanan PPIO telah diisi 
keberatan informasi publik a tau Jengkap dan 

dengan melengkapi fotocopy ditampilkan di dilampin 

identitas diri (NIK), (2) melalui website dan fotocopy/scan 
website dengan mcngisi formulir dapat diunduh, identitas diri 

yang telah diunduh dan menyer (2) Fotocopy (NIK) 
takan scan idcntitas diri (1\TJK) a tau 

, 

kemudian dikirim ke alarnat identitas scan 

' email PPID yang tertera di diri (NIK) dari 
website, (3) mengirim fax pemohon 
formulir permohonan mtormasi yang 
yang telah diisi lengkap disertai rnengajukan 
dengan fax identitas diri (NIK) ke keberatan 

nomor fax PPID. 
2 Melakukan rcgistrasi Semua data- Pada hari Daftar 

formulir pcngajuan - data pemohon dan jam pcngajuan 
keberatan pelayanan ' informasi kerja keberaran 

infonnasi dan disimpan dalam pelayanan 

menyampaikan pengajuan bentuk infonnasi yang 

keberatan kepada Atasan hardcopy dan telah di-:file 

PPID 
'" 

soficopy dalam bentuk 
hardcopy dan 



softcopy 

J Mc,neriksa forrnutir pengajuan Berk as Pada hari Daftru- surat 
keberatan dari Para Pemohon pengajuan dan jam yang harus 
Infonuasi dan memerintahkan kebcratan kerja diberikan 
PPID clan PPID Pcmbanru untuk peluyanan kepada PPID 
mcujawab pennohonan informasi informasi dan PPID 

yang tel ah Pembantu 
diisi lcngkap 

4 Memerintahkan kepada PPID dan ( I )  Berkas Pada har i Surat pcrintah 
PPID Pembanru untuk memenuhi 

• 
pengajuan dan jam tertulis 

permintaan infor,nasi dari keberatan kerja kepada PPID 
Pemohon lnforn,asi. pclayauan dan PPID 

informnai Pe,nbantu 

yang tel ah untuk 

diisi memenuhi 

lengkap, permintnan 

. 

(2) DIP yang pemohon 

I telah infcrrnusi 
diumumkan yang 

mengajukan 
keberatan 

pctuyanan 

inforrnasi 

publik 
; Memberikan informasi yang Dokurnen/Info Pada hari lnformasi 

dirninta oleh pemohon infonnasi r masi yang danjam publik 
kcpada Atasan PPID jika informasi 

• 
dimaksud olch kerja yang diminta 

yangdimaksud tef ah masuk DIP. Pemohon tnfor olch Pen1ol1on 
Atasan PPIO akan menjawab masi arau lnformusi atau 

pengajuan keberatan kepada rckomendasi surat 
pe,nohon informasi. Jika infonnasi surat penolakan 

ocnolakan 
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yang diinginkan pemohon dari PPID atau kepa 

informasi tidak termasuk daJam PPID da 

DIP yang telah diumurnkan, karena Pembantu Pemo 

informasi belum tersedia atau karena hon 
termasuk informasi yang informasi yang Infor 
dikecualikan, maka diberikan diminta masi 
surat penolakan kepada Pemohon rnerupakan 
Infonnasi. informasi yang 

dikecualikan 

( 

( 
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E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI 
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( 

( 

NOMORSOP 

fGL.PEMBUAT AN 

fOL. REVISI 

LOGO fOL. EFEKTIF 

INST ANSI 

DISAHKAN OLEH 

NAMASOP 

NAMA F ASILIT ASI SENG KET A 

INST ANSI 
INFORMASI PUBLIK 

DASAR HUKUM K._L .0._!_.!_ ··-- ,.,.:;.. r- .A ... � ft.-�· ft. 

1 .  1 .  UU 14 Tahun 2008; 

2. UU 25 Tahun 2009; 
3. UU 23 Tahun 2013;  

4. PP 61 Tahun 2010 

S. Perki 1 Tahun2010 
6. Perki 1 Tahun 2013 

KETERIKATAN: - . .!"--�-·.a.· J .a.. .. N, .. 
I .., 

• • . •  N:  

I .  Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
�. Tenn of Reference 

�. Alat tulis kantor 

+. Jarmgan internet 

PERINGATAN: �i::.N\.,I\ 1 1\  1 1\ N  UI\N t: �· rn. 1 1\ I\ N :  

Disimpan dalam bentuk softcopy den hardcopy 
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Pelnksunn Pcndukttng 

No Kcgintnn Pemchon 
PPID atau 

Atasan Komisi Ket 
PPID Kclengkapan Waktu Output 

lnformasi 
Pembantu 

PPID tnformasi 

I Setiap Pemohon tnformasi (I) Formufir Pada hari dan Berkas 

dapat mengajukan Pengajuan Kcberatan jam kerja. permohon 

kcbcratan secara tertulis lnfor-masi Publik maksimal 10 an 

kcpada Atasan PPID dalam yang lersedia di meja (septtlt1l1) hari informasi 

wak.tu 10 (septlluh) hari pelayanan PPID atau kerja, sejak yang telah 

kerja, sejak permohonen ditampilkan di permohonan diisi 

inforruasi teregistrasi dan website dan dapat infor-masi lengkap 

dibcrikan. Perpanjangnn diunduh, tcregistrasi dan 

pemenuhnn perrnohonan (2) Fotocopy ntnu dif ampiri 

informas! selama? (ttajuh) scan identitas diri fotocopy/ 

hari SCJak pembentahoan (NIK) dari Pemohon scan 

tertulis diberikan dan lnfor-rnasi yang identitas 

tidak dapat diperpanjang mengajukan diri (NIK) 

lagi keberatan 

2 Atasan PPID rnenerapkan Tanggapa 

Tirn fasilitasi sengketa n tertulis 
informaai untuk dari 

rnengupayakan atasan 

penyelesaian sengketa PPID 

informnai, yang dibenruk perihal 

oleh PPID Utama informasi 

yang 

disengket 

akan 

3 Tim fasilitasi sengketa Diajukan 

inforrnaai di ketuai oleh dalarn wakru 

PPID Utama dan paling lambat 

bcranggotakan PPID 
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tcrkait, pejabat yang 14 (empat 

menangani belas) hari 

bidang hukum, pejabat kerja setelah 

Fungsional, serta JFUyang diterimanya 

sesuai dengan keburuhan tanggapan 

tertul is dari 

Arasan PPID. 

4 Tim fasilitasi sengketa 

informasi rnelaporkan 

• proses penanganan 

sengketa inforrnas i 

5 Upaya penyelesaian 

Scngketa lnformast Publik 

diajukan kepada Komiai 

lnformasi Pusat, Kornisi 

lnforrnasi Provinsi, Komisi 

Informasi Kabupatcn 

/Kota se suai dcngan 

kewcnangannya apabila 

tanggapan Atasan PPID 

M. JUDAS AMIR 

WALIKOTA PALOPO 

T;'J!G�' l 
-- . 

TEIAH DIPE?-1"S.r ' 

i
r·- .F 

1. Sc�rctr;i.; l{,;;_3 

1-2-. A-�,,.-:cn- - .... -\.- .... - .... -1. t'---'---- 
3. r.a· );\��� '' If' 

� - .  .-f�� . .  I .J,!...;., ... �_. _.., 



LAMPIRAN Ill PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 45 TAHUN 2017 

TANGGAL 7 September 2017  

TENT ANG PE DOMAN PENGELOLAAN PELA YANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KOTA PALOPO. 

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK 

Pejabat/Un Penauggung lnforrnasi Jangka 

Jen is Ringkas it/Satker Jawab 
Waktu Dan Bcntuk 

\Vajib Waktu 
NO Infer an lsi Yang Pernbuaran 

Tern pat lnformasi 
Diumumkan 

Wajib Wajib lnformasi 
A tau 

masi lnforma Menguasai arau Pencrbit 
Pembuatan Yang Secara Diumumkan Diumumkan Yang 

Retensi 

si lnforrnasi lnformasi 
Jnformasi Tersedia Berka la Serta Merta Sctiap Saal dikecualikan 

Arsip 

TELAH DIPER!ilSA I 
1. Sekrc!"ris Kola 

2. A�lstcn ...... J ........... 

3. K�Ld1 ... );\IJ.'!'.-\l•'I 

4.Kl,Ut g .... f.\:\P..: ... I 

- 
- 

T,.  ', ""·.L 

WALIKOTA PALOPO, 

M. JUDAS AMIR 



( 

( 

LAMIRAN IV :  

A.  FORMAT BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBUK 

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBUI( 

Format lnformasl AlaSlln 
Blaya& 

Status lnformasl 
Vang Dlkuasal 

Jenls Permohonan Keputusan 
Penolakan 

Harl dan Tanaal Cara 

Nomor lnformasl 
Tujuan Pembayara 

No Tgl Nam a Alt1ma1 
Kontak 

Pekerjaan 
Yang Dlmlnta 

Penaunaan 
Dibawah Mellhat/ Pemberi 

lnformasl Bel um Memlnta Pembrlan 
Pensuasaan 

Dldokumentasikan 
so�copy hard copy Mengeta 

Sall nan 
tahunan 

lnformasl 
blaya cara 

YA TDK 
hul Tertulls 

KETERANGAN: 
Nomor : dilsl tentang nomor pendaftaran lnformasi Publik. 

Tanual : dllsl tentang tanggal permohonan dlterlma. 

Nam a : dllsl tentang nama pemohon. 

Ala mat : dllsl tentang alsmat lengkap dan Jelas.Pemohon lnformasl untuk memudahkan penglrlm lnformasi publlkyang dimlnta. 
Nomor Kontak : 

Pekerjaan : diisl tentang pekerjaan Pemohon lnformasi Publik. 
lnformasl Yang Dlmlnta : dilsl tentang detail informasi yang diminta. 
TuJuan Penuunaan lnformasl : dllsl tentang tuJuan/alasan pemohonan dan penggunaan lnformasi. 

Status lnformasl 
dilsl dengan rnencontreng salah satu.Blla tidak dibawah penguasaan, tullskan Badan Publlk lain yang menguasal blla diketahul, sesual denaan lslan di formullr pemberltahuan 

: tertulls 
Format lnformasl Yang Dlkuasa : dilsl dengan mencontreng salah satu. 
Jenls Pemohonan : dilsl dengan mencontreng salah satu. 
Harl dan Tanual : dilsi tentang: 

a .  waktu penyampalkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan waktu penolakan 

informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain,dalam hal permohonan lnformasl publlk dltolak,maka pemberltahuan tertulis lni sama dengan 
penolakan. 

b. waktu sampal dengan lnformasl dlklrlmkan atau dlterlma oleh Pemohon lnfomasl Publik. 
Keputusan : dllsl sesual dengan isi keputusan dalam pemberltahuan tertulls. 
Alasan Penolakan : dllsi dengan alasan penolakan oleh alasan PPID. 
Blaya & cara Pembayaran : dllsi tentang biava yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dllakukan. 

•Format inl adalah format Register Perlbohonan lnformasl Publlk dapat mengen,bangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasl dengan memenuhl unsur-unsur yang terrnuat dalam format inl. 
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B. FORMAT FORMULJR KEBE RAT AN 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 
Jl Ahmad Yani Kota Palnpo Non,or Telp-Fax: (11471) 3201436 

Email: di.,;;ko111infopalnpo@gmail.con1 

43 

A. INFORrvlASI PENGAJUAN KEBERATAN 

Nornor Rcgistrasi Kcberatan 

Nomor Permohonan 

Tujuan pcnggunaan lnformasi 

ldentitas Permohonan 

Nama 

Alamet 

Nomor Telcpon 

Pekerjaan 

Identitas Kekuasaan Pemohon 
Nama 

Alamat 

Nomor Telcpon 

B. ALASAN KEBERATAN 

O a. Pennohonan informasi di tolak 

D b. lnformasi berkala tidak di sediakan 

D c. Permintaan infonnasi tidak di tanggapi 

O d. Pe.rmintaan i.nformasi di tang,gaµi ti.dak sebagaimananya 'Jang di min ta 

D e. Permintaan informasi tidak di penuhi 

D f Biaya yang di kenakan tidak wajar 

D g. tnformasi di sampaikan mclebihi jangka waktu yang di tentukan 

C. KASUS POLIS! (tambahan kertas bila perlu) 

...... (diisi pctugas) 

D. 1-lari/tanggal tanggapan etas kebcratan akan di berikan : ((tanggal},(bulan),(tahun))(diisi oleh petugas) 

Demlxian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapan, saya ucapkan terimakasih 

[.... . (tempat) . ....... (tanggal,bulan, dan tahun)) 

Mcngtahui, 

Petugas informasi 
(Penerima Keberatan) 

Nama & Tanda tangan 
.... ) (. . 

PENGAJUAN Keberatan 

Narna & tanda tangan 
... ) 
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C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS 
( RANGKAP DUA) 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 
JL Ahmad Yani Kota Pa/opo Nomor Te/p-Fax: (0471) 3201436 

Email: di�komin(opalopt(a gmail.con, 

PEMBERITAHUAN TERTULIS 

Berdasarkan pennohonan infonnasi pada tanggal bu Ian tahun . 
deng,an nomor pendaftaran • . . . . . . . . . . . . . . . . . •  kami menyru.,,paikan kepada Saudara / I : 

N a m  a  
Alamat 
No. Tip I Email 

Pemberitahuan scbagai berikut : 
I f . d ib ik A. n ormasr aoat di en ·an 

N ffal-hal terkait tnfcrmasi public Ketcrangan 
0 
I. Peguasaan lnfonnasi Publik•• I.I Kami 

c Baden Publik Lain, 
Yaitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  

2. Bentuk fisik yang tersedia+" 
� 

Soficopy (tcnnasuk rekaman) 
1-fardconv/ salinan tertulis 

3. Biaya yang dibutuhkan••• c Peyalinan Rp . . . . . . . . .  x . . . . . . .  (Jmlh 

Lcrnbaran)=Rp . . . . . . . .  
.. 

, , Peneiriman Ro . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  
'"" Lain-Jain Rn .. .. . . . . . . . .  . . . .  .  .  

JUMLAl-1 Rn ... . . . . . . . . . . . . . .  
--- 

4. Waktu pcnyediaan . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  .  . . . .  ... .  Hari 

Penjelasan I Pcnghitrnnan I Pcngaburan infonnasi yang dimohon •••• (lrunbahan kcrtas bila 
5 pcrlu) ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

····················· 
. ................. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

B. lnformasi tidak dapal diberikan karena : •• 
O lnfonnasi yang dimintn bclum dikuasai 
O lnformasi yang dimima bchun didokumeutasiknn 
Penyajian infonnasi yang belum didokumentasikan dilakukun dalam jangka waktu 

••••• 

Pejabat Pengclola lnfonnasi dan Dokumentasi 
( PPID) 

l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
Nama dan Tanda Tangan 

Kcrcrangan : 
• Diisi scsuai dengan nomor pcndaOaran pada fonuulir pcrmohonan 
•• Pilih salahsatu dengan meruberi tanda ( ..J )  
••• Biaya penyaJinan (fotocopy/CD) dan atau biaya pengiritnan ( khusus kurir dan pos ) sesuai 

dengan standar biaya yang telah ditetapkan 
•••• Jika ada penghitrunan infonnasi dalam suatu dokumen makan diberikan alasan penghitaman 
••••• Diisi dcngan kcterangan waktu yangjelas untuk mcnycdiaakan infcrmasi yang diminta 



D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 
Jl Ahmad Yani Kola Palopo Nomor Te/p-Fax: (0471) 320/436 

Email: Ji<,komin((lpalopo{a gmail.c:t11n 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 
N0!\10R l>ENDAFTARAN: • 

Nruna 

Alamat 

Pckcrjaan 
Nomor Telcpon /E-tnail 
Rincian lnfonnasi yang dibutuhkan 
(tambahkan kertas bila perlu) 

Tujuan Penggunaan informasi 

Cara Mempcroleh lnfcrmasi :•• 
O Mclihat / mcmbaca I mendengarkan I Mencatatv=" 
O Mendapatkan salinan infonnasi (hardcopy I soflcopy)••• 
O Cara mendapatkan salinan infonnasi••• 

O Mengambi! /angsung 
D Kurir 

O Pos 

O Faksimili 
D Ecmail 

45 

. . . . . . . . .  (Tempat} . .  

Pctugas pclayanan infonnasi 
(pcneri,nnan pennohonan lnfonnasi) 

. (tansgal I bulan / tahun] 

Pc,nohon infonnasi, 

(. 

Nama dan Tanda Tangan 
. . . . .  ) t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J  

Nama dan Tanda Tangan 

Kctcrangan: 
• Diisi olch petugas bcrdasarkan nonor registrasi pennohonan infonnasi Publik 
•• Pilih salah satu dengan member tanda( checklist) 
••• Coret yang tidak perlu 



- 
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Hak-bak Pemohon lnformasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 
Keterbukaan Informasi Publik 

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik 
kecuali: 
a) lnformasi yang apabila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi dapat : 

Menghambat proses penegakan hukum ; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan 
pertahanan dan keamanan Negara ; mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan 
katahanan ekonomi nasional ; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri ; 
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 
seseorang ; mengungkap rahasia pribadi ; Memorandum atau sifatnya di rahasiakan 
kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh di 
ungkapkan berdasaikan Undang-Undang . 

b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau di 
dokumentasikan. 

II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke 
petugas informasi/ppidBila tanda bukti prmohonan informasi tidak diberikan, tanyakan 
kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. 

III. Pemohon Infonnasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau 
tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan informasi oleh Sadan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang 
waktu untuk memberi jawaban tertulis Ix  7 hari kerja, dalarn hat : informasi yang diminta 
belum di kuasai/didokurnentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta 
termasuk informasi yang di kecualikan atau tidak. 

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan infonnasi berdasarkan surat keputusan 
Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik) 

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik ( missal: menolak 
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang di minta ), maka pemohon 
informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 ( tiga 
puluh) hari kerja sejak permohonan informasi di tolak/di temukannya alasan keberatan 
lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang di ajukan 
pemohon informasi selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari kerja sejak di terima/di 
catatnya pengajuan kebertan dalam register keberatan. 

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak pus dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon 
informasi dapat mengajukan kebertan ke pada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 ( 
em pat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID o\eh Pemohon lnfonnasi 

Publik. 
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E. FORMAT SURAT KEPETUSAN PPID TENTANG 
PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASl(RANGKAP DUA) 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 
JI. Ahmad Yani Kola Pa/opo Nomor Telp-Fax : (047/) 3201436 

Email: db,kominfopal11po(iign1ai/.c:ont 

SURAT KEl'TUSAN l'PID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN lNFORMASI 
No.PENDAFTARAN: • 

Nama 

Alamat 

Nomor Telcpon /E-1nail 
Rincian lnfonnasi yang dibutuhkan 

PPID memutuskan bahwa infonnasi yang dimohon adalah : 

INFORMASI YANG DIKECUAUKAN 

Pengecualian infonnasi 
Oidasarkan 

pnda alasan 

a Pasal7 huruf UU KIP atau Pasal. \ 

O Pasal Undang-undang . 

Bahwa becdasarkcn pasal-pas.al di. alas, membuka i.nfon.nas.ili tersebut dapat n,enimbulkan koosekueosi 
Scbagai berikut 

Dcngan demikian menyatakan bahwa: 

PERMOHONAN INFORM ASIA DJTOL.A K 

Jika Pennohon linfonnasih keberadaan atas penolakan ini maka Pennohon infonnasih dapat megajukan 
Kcbcnaran kcpada PJ>JO selambat - lrunbatnya 30 ( tiga puluh) hrui kerja scjak mencrimnh surat 
Kcputusan ini. 

l . . . .  .  . .  (  Tcmpat }, ( tangga1 bu1an, dan tuhun) ····1 

Pejabat pcngclola infonnasih dan Dokumcmasi 

(PPID) 

Kcterangan: 

( . 

Nania peaandatanganan 

....... ) 

• 

•• 

••• 

•••• 

Diisi olch petugas berdasarkan nomcr rcgistrasi permohcnan infonnasih publik . 

D\is.\ olch ppid sesaai deng,an pcngecual\an pada pasal l 7 huruf u-i UU KIP 

Sesuai dcbgan pasal 17 huruf'j UU KIP. Diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian 

Dalam undang-undang lain yang mcngecualikan informasih yang di mohon tersebur (scbutkan 

pasal dan undang-undangnya) 

Diiai olch pctugas dengan memperhatikan batas tentangjangka ,vaktu pemberitahuan tertulis 
Sebagaiinana di arur dalrun UU KJP dan peraruran ini. 
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Pengertian dan contoh informasi dan dokumentasi yang wajib diumumkan kcpada 
publik bcrdasarkan jenisnya : 

A. Jenis lnfonnasi dan Dokumentasi Berka/a 

Informasi dan dokumentasi berkala adalah lnformasi dan Dokumentasi yang bcrkaitan 
dengan Sadan Publik yang dapat diperbahrui , kemudian disediakan dan diumumkan kepada 
Publik secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali, seperti: 
I. Profil badan Publik yang rneliputi keberadaan badan publik, visi misi, status hukum, 

alamat, struktur organisasi dan pejabat-pejabatnya, Ruang Lingkup Badan Publik dan 
informasi lainnya yang merupakan infonnasi wajib untuk di sampaikan ke publik sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. lnforrnasi mengenai kigiatan kinerja Badan Publik terkait , seperti Program I Kegiatan , 
rcalisasi Anggaran, Manegemen Proghram Kerja ( Renstra, Renja, RKA dan 
scmacamnya), Evektifitas Hasi\ Kerja, Evaluasi dari Program Kerja dan rencana \indak 
lanjut dari program kerja tersebut, lnformasi mengenai laporan keuangan dan lnfonnasi 
dan dokumentasi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

B. Jenis lnformasi dan Dokumentasi Setiap Sant 

lnformasi dan Dokumentasi yang tersedia setiap saat adalah lnformasi dan Dokumentasi 
yang harus disediakan oleh Badan Publik dan Siap Tersedia untuk bisa langsung diberikan 
kepada pernohon lnformasi Publik, seperti : 
I .  Agenda Kerja Walikota, Agenda Kerja Wakil ,valikota,Agenda Sekda, Data Asset dan 

lnventaris Barang, Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan, Daftar Pejabat 
Eselon; 

2. Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan meliputi Produk Hukum, Sarana dan Prasarana 
Publik, SOM yang tersedia; 

3. Surat-Surat Perjanjian dengan pihak ketiga, Syarat-Syarat perizinan, izin yang 
diterbitkan, data perbendaharaan; 

4. Rcncana Straregis dan rencana kerja Badan Publik, sarana prasarana badan publik sena 
infonnasi dan dokumtasi lainnya yang harus tersedia seriap saat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

C. Jenis Infcrmasi dan Dokumentasi Serf(I-Merta; 

Informasi dan Dokumentasi Sena Merta adalah lnfonnasi yang berkaitan dengan Hajat 
l-\idup Orang banyak dan berkaitan dengan Ke\ertiban Umum dan ,vaj\b d\umumumkan 
secara serta merta : 
I .  Infor,nasi tentang bencana alam seperti Kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit 

tanaman, epidemik, wabah, kejadian diantariksa atau bcnda-benda angkasa, 
2. Bcncana non alam, seperti kegagalan industri, pencernaran lingkungan, dan 

semacamnya, 
3. Bencana sosial, kerusuhan atau konflik anatar komunitas 
4. Tcrrnasuk gangguan utilitas publik seperti rencana pernadaman listrik pada ,vilayah 

perindutrian, penutupan jalan dan lainya , 
5. Bcgitupula SOP Bencana yang terkait dcngan hal-hal tersebut diatas 

T, . ,. 
Lo:-, , .. 

... um . 

1. s�kr�t· 

2. t,,' 
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WALIKOTA PALOPO 

. JUDAS AMIR 


